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MOTTO 

 

ب َٙ َٓ  ٠ب٠َُّ ا اٌَّز٠ِْ ْٛ ُٕ َِ ا لَ  ا ْٛ ُْ  رأَوٍُُْ اٌىَُ َٛ ِْ َ ُْ  ا ًِ  ث١َْٕىَُ ْْ  اِلَّ  ثبٌِْجبَطِ َْ  اَ ْٛ ْٓ  رجَِبسَح   رىَُ  رشََاع   ػَ

 ُْ ْٕىُ ِِّ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…” (QS. An-Nisa‟: 29). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) س

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal Dz De Zet ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Syin Sy es dan ye ػ

 Ṣhad Sh es dan ha ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ع

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G ge ؽ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Ki ق

 Kaf K ka ن

 Lam L el ي

َ Mim M em 

ْ Nun N en 

ٚ Wau W we 

٘ Ha H ha 

 Hamzah „ apostrof ء

ٞ Ya Y ye 

 

Hamzah (ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 َْٞ...  Fathah dan ya Ai a dan u 
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 َْٚ...  Fathah dan wau Au a dan u  

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

...َٜ...َا  Fathah dan alif atau 

ya 

Ā a dan garis di atas 

ِٜ...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

ُٚ...  Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 , -Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al .اي

baik ketika ia diikuti oleh hururf syamsiah maupun hururf qamariah. Kata sandang 

x ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-).Contoh: 

G. Hamzah 
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Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. („) Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah 

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

  



xi 
 

ABSTRAK 

Pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang 

tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan 

sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti 

dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada 

dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Permasalahan yang hendak dicari 

jawabannya dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah hukum pidana islam 

terhadap pungutan liar (pungli) secara paksa oleh penghibah tanah? 2) Tindakan 

apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, 

Kabupaten Demak terhadap pelaku pungutan liar (pungli) secara paksa oleh 

penghibah tanah? 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dan sekaligus penelitian hukum non doktrinal atau yang 

disebut dengan penelitian hukum sosiologis sedangkan jenis penelitian yang 

penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang jenis data-datanya diperoleh 

melalui kajian penelitian lapangan (field research) dan serta penelitian 

kepustakaan (library research) dengan sumber-sumber data primer melalui 

wawancara langsung dengan para narasumber terkait, dan data sekunder melalui 

Buku-buku, Dokumen, Peraturan Perundang-undangan. Dalam pengujian 

keabsahan data penulis digunakan metode trianggulasi yang membandingkan hasil 

dari sumber-sumber data yang telah penulis dapatkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pungutan Liar adalah pungutan 

yang dilakukan oleh penghibah tanah untuk memperkaya diri sendiri. Pungutan 

liar terjadi karena adanya peluang yang dimanfaatkan oleh penghibah tanah. 

Dalam hukum Islam Pungli Termasuk perbuatan yang haram karena mengandung 

unsur Kezaliman. Adapun yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa 

Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yaitu dengan melakukan 

teguran dengan tegas kepada penghibah tanah, dan mesnsosialisasikan mengenai 

dampak dan hukuman bagi pelaku pungli kepada masyarakat. 

 

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Pungutan Liar, Penghibah Tanah 
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ABSTRACT 

 

Extortion is the designation of all forms of unofficial levies, which have 

no legal basis, so the act of levies is referred to as illegal levies (pungli). In their 

work, extortionists are always followed by acts of violence or threats of violence 

against those who are in a weak position because they have an interest. The 

problems to be answered from this research are 1) What is the Islamic criminal 

law regarding forced extortion by land grantors? 2) What actions were taken by 

the Kangkung Village Government, Mranggen District, Demak Regency against 

the perpetrators of forced extortion (pungli) by land grantors? 

The research method used by the author in this study is qualitative 

research and at the same time non-doctrinal legal research or so-called 

sociological legal research while the type of research used by the author is 

qualitative research in which the type of data is obtained through field research 

and research. literature (library research) with primary data sources through direct 

interviews with relevant informants, and secondary data through books, 

documents, laws, and regulations. In testing the validity of the author's data, the 

triangulation method is used which compares the results of the data sources that 

the author has obtained. 

The results of this study indicate that illegal levies are levies that exceed 

existing provisions or are levies that are unofficially made by land grantors to 

enrich themselves. Illegal levies occur because there are opportunities that are 

exploited by land grantors. In Islamic law, extortion includes acts that are 

unlawful because they contain elements of tyranny. As for what has been done by 

the Government of Kangkung Village, Mranggen District, Demak Regency, 

namely by giving a firm warning to the land grantor, and socializing the impact 

and punishment for extortion perpetrators to the community. 

 

Keywords: Islamic Criminal Law, Illegal Fees, Land Grants 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum hal itu tertuang dalam Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Segala 

aspek kehidupan di Negara diatur dengan menggunakan “Hukum” begitu pula 

kaitannya dengan tindak pidana. Seperti yang kita ketahui proses penanganan 

serta hukuman terkait dengan masalah pidana ini telah diatur dalam KUHP 

serta Undang-undang lain yang berisi muatan-muatan pidana. 

Jika kita berbicara tentang hukum pidana Islam merupakan perbuatan 

yang dilarang oleh Syara‟ dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, 

qishash, diyat, atau ta‟zir. Syara‟ adalah suatu perbuatan yang dianggap 

tindak pidana apabila dilarang oleh Syara‟. Seperti yang dikemukakan oleh 

Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh 

Syara‟ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta‟zir. 

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang 

berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. 

mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat 

yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, 

hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari 

ciptaan-Nya Allah SWT. 

Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu hudud, 

qishash, dan ta‟zir sebagai berikut: 

a. Hudud 

b. Qishash 

c. Ta‟zir 

Seperti yang sering kita saksikan dalam berita yang memaparkan 

tentang kedzaliman para pejabat negeri ini yaitu melakukan Tindak Pidana 

Pemerasan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an surah QS Al-

Baqarah/2: 188. 
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لَ  ا َٚ ْٛ ُْ  رأَوٍُُْ اٌىَُ َٛ ِْ َ ُْ  ا ًِ  ث١َْٕىَُ ٌْجبَطِ ا ثبِ ْٛ ُ رذٌُْ ب َٚ َٙ َِ  اٌَِٝ ثِ ٌْحُىَّب ا ا ْٛ زأَوٍُُْ ْٓ  فش٠َِْم ب ٌِ ّ ايِ  ِِ َٛ ِْ َ  ا

ُِ  إٌَّبطِ  ثْ ُْ  ثبِلِْ ُ ْٔز َ ا َٚ  َْ ْٛ ُّ   رؼٍََْ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian 

yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, 

padahal kamu mengetahui.” 

Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak 

disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-

perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku 

dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum 

pidana dalam masyarakat. 

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan 

perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu 

menjelma.
1
  Aspek peraturan merupakan aspek yang paling berkembang 

dalam hukum pidana. Pada masyarakat dahulu, peraturan-peraturan umumnya 

tidak tertulis melainkan diwariskan dalam ingatan dan praktik dari suatu 

generasi ke generasi berikutnya. Pada masyarakat modern, dikarenakan 

makin rumitnya hubungan-hubungan dalam masyarakat, dirasakan kebutuhan 

adanya peraturan-peraturan hukum pidana yang tertulis. 

Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada 

perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi 

dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan 

masyarakat berperan penting. Dan salah satu yang sering terjadi dalam 

pelayanan publik adalah pungutan liar (Pungli). Perbuatan-perbuatan yang 

disebut sebagai perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala 

sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam penjajahan. 

Namun baru diperkenalkan sebagai Tindak Pidana Pungli pada September 

1977. 

                                                             
1
 W.P.J. Pompe, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 

2010). hal. 1 
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Pungli adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai 

Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang 

yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan 

pembayaran tersebut. Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah 

politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam 

dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita 

mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, 

pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak 

mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan 

sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti 

dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang 

berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.
2
 Seperti tindak pidana 

pungutan liar dijalan umum yang seharusnya menjadi fasilitas buat kalangan 

umum, namun realitanya ada sebagian jalan umum yang dibuat ajang untuk 

memperkaya diri dengan cara memanfaatkan kaum yang lemah yang 

mempunyai kepentingan dengan jalan tersebut. 

Faktor penyebab pungli yang disebutkan terakhir, gagalnya 

pendidikan agama dan etika, berasal dari pemikiran Franz Magnis Suseno, 

yang mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral 

bangsa dalam mencegah pungli karena perilaku masyarakat yang memeluk 

agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap bahwa agama hanya berkutat 

pada masalah bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak 

berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, agama bisa 

memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial 

dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan 

emosional dengan para pemeluknya. Jika kekuatan relasi emosional yang 

                                                             
2
 Willa Wahyuni, "Pungli Dan Jerat Hukumnya", dalam Hukum Online, sebagaimana dikutip 

dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/pungli-dan-jerar-hukumnya-lt6267dc33565b6/, 

diakses 26 April 2022. 
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dimiliki pemeluk agama diterapkan dengan benar, bisa menyadarkan umat 

bahwa pungutan liar dapat membawa dampak yang sangat buruk.
3
 

 

Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan 

kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa 

membuka peluang terjadinya pungli. Adapun nas-nas syar'iyyah atau dalil-

dalil syara' tentang diharamkannya praktik pengutan liar, cukai illegal atau al-

maksu ini antara lain adalah firman Allah 

ب َٙ َٓ اٌَّزِ  ٠ب٠َُّ ا ٠ْ ْٛ ُٕ َِ ا لَ  ا ْٛ ُْ  رأَوٍُُْ اٌىَُ َٛ ِْ َ ُْ  ا ًِ  ث١َْٕىَُ ْْ  اِلَّ  ثبٌِْجبَطِ َْ  اَ ْٛ ْٓ  رجَِبسَح   رىَُ  رشََاع   ػَ

 ُْ ْٕىُ ِِّ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…” (QS. 

An-Nisa‟: 29). 

Dalam ayat ini Allah mengancam kepada orang-orang yang berbuat 

zalim di muka bumi, mereka termasuk yang melakukan pungutan-pungutan 

liar dan mereka akan disiksan di akhirat nanti dengan azab yang sangat pedih. 

Sedangkan istilah hibah secara khusus adalah, transaksi (ijab dan 

qabul) pemberian kepemilikan tanpa imbalan. Ada yang menambahi, “ketika 

masih hidup” untuk mengecualikan akad wasiat, dan ada lagi yang 

menambahi “pemberian tidak wajib” untuk mengeluarkan zakat, nafkah, 

kaffarah, dan nadzar. Al-Hibah, yakni memeberi sesuatu kepada orang lain 

untuk memiliki zatnya tanpa mengaharapkan penggantian (balasan) atau 

dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husyain 

dalam kitab kifayat al-akhyar
4
 bahwa al-hibah ialah “Pemilikan tanpa 

penggantian”.
5
 

Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian seseorang 

                                                             
3
 M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Islam (Jakarta: AMZAH, 2011). hal. 56 

 

5
 Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II (Bandung: PT 

Al-Ma‟arif, 2009). hal. 323. 
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kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. 

Sementara itu, hibah dalam hukum adat dikenal dengan “berimemberi” 

(berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang 

untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, 

tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan lain sebagainya. Beri 

memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau 

barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya 

rendah, sedangkan barang berat adalah barang yang nilai harganya tinggi. 

Misalnya barang ringan adalah uang belanja, bahan makanan, pakaian, 

perhiasan, alat rumah tangga dan lain-lain. Menjadi adat kebiasaan warga 

masyarakat untuk menyampaikan buah tangan ketika bertamu kepada 

kenalan. Pada umumnya karya budi perseorangan ini tidak mengharap 

balasan yang langsung, namun sekedar untuk menunjukkan harga diri, agar 

dipuji atau tau adat. 

Untuk beri-memberi barang berat, misalnya tanah, dapat terjadi dalam 

hubungan kekerbatan atau dikarenakan balas budi dalam hubungan 

ketetanggaan atau persahabatan yang segala sesuatuanya dijiwai oleh rasa 

kekeluargaan. Tidak semua barang berat dapat diberikan kepada orang lain. 

Harta pusaka keturunan, harta benda alat perlengkapan adat, dan gelar-gelar 

kepemimpinan adat tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak pada 

tempatnya. 

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya syarat penghibahan itu harus 

dilakukan didepan notaris. Meskipun penghibahan itu tidak dilakukan 

didepan notaris hibah tersebut tetap saja dan mempunyai kekuatan hukum. 

Ketentuan ini adalah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI 

tanggal 5 September 1963 yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi 

dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Akta 

Notaris, khususnya dalam hibah tidak diperlukan lagi. Gagasan ini dipelopori 

oleh Almarhum Suhardjo ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI. 

Beliau mengungkapkan bahwa KUHPerdata bukanlah kitab undang-undang 
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(wet book), tetapi hanya sebagai kumpulan hukum (recht book) belaka.
6
 

Ada beberapa teks Al-Quran dan Hadits yang menjadi landasan 

hukum hibah, di antaranya seagai berikut. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 

177: 

ْْ  ١ٌَْظَ  اَ ٌْجشَِّ ا ا ْٛ ٌُّ َٛ ُ ُْ  ر َ٘ىُ ْٛ جُ ُٚ  ًَ شْشِقِ  لِجَ َّ ٌْ غْشِةِ  ا َّ اٌْ َٚ  َّٓ ٌىِ ٌْجشَِّ  َٚ ْٓ  ا َِ  َٓ َِ  ثبِلّلِ  ا

 َِ ْٛ ا١ٌَْ ٍىِىَخِ  الْخِشِ  َٚ َّ ٌْ ا اٌْىِزتِ  َٚ َٚ  َٓ إٌَّج١ِّ ارَٝ  َٚ بيَ  َٚ َّ ٌْ ٜ حُجِّٗ ػٍَٝ ا ِٚ ٌْمشُْثٝ رَ  ا

ا١ٌْزَّٝ َٚ  َٓ غى١ِْ َّ ٌْ ا َٚ  َٓ اثْ َٚ  ًِ َٓ  اٌغَّج١ِْ ْ١ ٍِ اٌغَّبىِ َٚ  ِٝ ف لبَةِ  َٚ ََ  اٌشِّ الَبَ ٍٛحَ  َٚ ارَٝ اٌظَّ َٚ 

وٛحَ  َْ   اٌضَّ ْٛ فُ ْٛ ُّ ٌْ ا َٚ  ُْ ِ٘ ذِ ْٙ ا اِراَ ثؼَِ ْٚ َ٘ذُ َٓ   ػَب اٌظّجش٠ِِْ اءِ  اٌْجأَعَْبءِ  فِٝ َٚ شَّ اٌضَّ َٚ  َٓ ح١ِْ َٚ 

 ْ ٌْجأَ َٓ  اٌُٚىهَِ  طِ ا ا اٌَّز٠ِْ ْٛ اٌُٚىهَِ  طَذلَُ َٚ  ُُ ُ٘  َْ ْٛ زَّمُ ُّ ٌْ  ا

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 

kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabinabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan 

shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya 

apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 

(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” 

Oleh karena itu tidak sah hibah yang dilakukan oleh selain pemilik 

barang, atau hibah yang dilakukan orang yang tidak ahli attabarru‟, seperti 

orang yang dibekukan tasyarufnya. Demikian juga tidak sah, hibah yang 

dilakukan pengelola (wali) harta anak kecil, atau pengelola harta orang gila, 

sebab legalitas tasyaruf keduanya terbatas pada bentuk tasyaruf yang 

maslahah secara duniawi, dan hibah bukanlah tasaruf yang maslahah secara 

duniawi, karena bersifat nonkomersil, sehingga keduanya tidak memiliki 

kriteria muthlaq attasarruf atau ahli at-tabarru‟ atas harta orang yang berada 

dibawah otoritasnaya (mawlî). 

                                                             
6
 Abdul Ghofur, Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2011). hal. 60 
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Karena hibah itu transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan 

sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan. 

Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih didalam 

kandungan, sebab dia belum wujud dalam arti yang sebenarnya. Dalam 

permasalahan ini tidak disyaratkan supaya baligh dan berakal. Kalau 

sekiranya penerima hibah belum cakap saat pelaksanaan transaksi, ia diwakili 

oleh wakilnya. Wakillah yang bertindak untuk dan atas nama akillah yang 

bertindan untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu 

belum ahliyah al-ada‟ al-kamilah. Selain orang, lembaga juga bisa menerima 

hibah, seperti lembaga pendidikan.
7
 

Oleh karena itu dalam kaitan dengan penanganan kasus pidana anak 

terkait cyberporn diutamakan pendekatan yang humanis serta bertindak 

progresif karena apabila tetap memaksakan adananya proses penghukuman 

maka tidak akan tercipta apa itu yang disebut sebagai keadilan. Dengan 

adanya hukum progresif yang bermakna mengubah secara cepat, melakukan 

pembalikan mendasar dalam teori dan praktis hukum serta melakukan 

berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan prinsip “hukum adalah 

untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya 

sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri 

manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan.”
8
 

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas judul “ Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Pungutan Liar (Pungli) Oleh Penghibah 

Tanah ” (Study Kasus di Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, 

Kabupaten Demak) dan semoga tulisan ini bisa menambah khazanah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas, maka 

rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:  

                                                             
7
 Helmi Karim, Fiqih Mu‟amalah (Mataram: Raja Grafindo Persada, 2002). hal. 77.  

8
 Ramli Atmasasmita, HAM Dan Penegakan Hukum (Bandung: PT. Bina Cipta, 1997). hal. 159. 
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1. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pungutan liar (pungli) 

secara paksa oleh penghibah tanah? 

2. Tindakan apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kangkung, 

Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak terhadap pelaku pungutan liar 

(pungli) secara paksa oleh penghibah tanah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bermaksud untuk memenuhi tugas dan melengkapi 

syarat guna persyaratan dalam memperoleh Gelar Strata 1 Sarjana 

Hukum pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk Mengetahui hukum pidana islam terhadap pungutan liar 

(pungli) secara paksa oleh penghibah tanah. 

b. Untuk Mengetahui yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kangkung, 

Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak terhadap pelaku pungutan 

liar (pungli) secara paksa oleh penghibah tanah. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah: 

1. Manfaat secara teori, dalam hal ini penulis berharap agar hasil penelitian 

ini kelak bias menjadi buah pemikiran dan bias bermanfaat untuk 

perkembangan khazanah keilmuan hukum pidana untuk semua pihak.  

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penulis dapat menemukan berbagai masalah dalam 

penanganan yang dilakukan Pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan 

Mranggen, Kabupaten Demak terutama mengenai pungutan liar 

(pungli) secara paksa. 

b. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan ilmu pengetahuan baru dan pandangan 

kepada masyarakat mengenai penanganan pungutan liar secara paksa 

ditanah yang sudah dihibahkan. 
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3. Manfaat secara akademis, semoga kelak hasil penelitian ini dapat 

menjadi rujukan  untuk seluruh civitas akademika serta para praktisi-

praktisi hokum. 

E. Tinjauan Pustaka 

Peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya 

ilmiah yang berupa skripsi penyusun menemukan beberapa skripsi yang 

mempunyai kolerasi dan tema yang mirip dengan topik skripsi ini akan tetapi 

beberapa judul skripsi tersebut penyusun menemukan perbedaan pembahasan 

antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan skripsi yang sekarang. 

Untuk menghindari dari pengulangan dan plagiat dalam suatu 

penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan kajian pustaka – 

pustaka awal penelitian yang berkaitan dengan Pungutan liar Dari 

penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya 

dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsir Alam, yang merupakan 

Alumni UIN Alauddin Makassar yang telah melakukan penelitian 

berupa skripsi pada tahun 2014 yang berjudul, “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus di 

Kabupaten Takalar).” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang 

modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pungli dengan 

kekerasan,ancaman,dan lain-lain.
9
 Sedangkan penelitian yang 

dilakukan penulis pungutan liar dijalan yang sudah dihibahkan dan 

upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gilang Andhika Gunawan, yang 

merupakan Alumni Universitas Makassar yang telah melakukan 

penelitian berupa skripsi pada tahun 2013 yang berjudul, “ Tinjauan 

Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengumudi Angkutan 

Antar Daerah” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor 

                                                             
9
 Syamsir Alam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Di 

Kabupaten Takalar)", Skripsi,  (UIN Alauddin Makassar, 2014). 
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penyebab terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar 

daera, dan upaya penanggulangannya.
10

 Sedangkan penelitian yang 

dilakukan penulis pungutan liar dijalan yang sudah dihibahkan dan 

upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maydrilla Putri Chindrawan, yang 

merupakan Alumni Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018, 

dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 

tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya 

Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo” Dalam 

Penelitian ini menjelaskan Bagaimana implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungutan Liar dalam penanggulangan pungutan liar di Kabupaten 

Sidoarjo.
11

 Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pungutan liar 

dijalan yang sudah dihibahkan dan upaya penanggulangan yang 

dilakukan oleh pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, 

Kabupaten Demak 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sayadi yang merupakan 

Alumni Universitan Negeri Makasar yang telah melakukan penelitian 

berupa skripsi pada tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Di 

Kabupaten Wajo “Dalam penelitian ini menjelaskan tentang faktor-

faktor penyebab terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan 

antar daera, dan upaya penanggulangannya.
12

 Sedangkan penelitian 

yang dilakukan penulis pungutan liar dijalan yang sudah dihibahkan 

                                                             
10

 Gilang Andhika Gunawan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengumudi 

Angkutan Antar Daerah", Skripsi,  (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013). 
11

 Maydrilla Putri Chindrawan, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang 

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar Di 

Kabupaten Sidoarjo", Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018). 
12

 Muhammad Sayadi, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengumudi 

Angkutan Antar Daerah Di Kabupaten Wajo", Skripsi,  (Universitas Negeri Makassar, 2013). 
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dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi, 

yang merupakan Alumni Universitas Udayana, 2018, dengan judul “ 

Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di 

Indonesia ” Dalam Penelitian ini menjelaskan dasar pertimbangan 

Presiden dalam menetapkan kebijakan memberantas pungutan liar dan 

yang berperan dalam pemberantasan pungutan.
13

 Sedangkan penelitian 

yang dilakukan penulis pungutan liar dijalan yang sudah dihibahkan 

dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

kualitatif yang jenis data-datanya diperoleh melalui kajian penelitian 

lapangan(field research) dan serta penelitian kepustakaan (library 

research), sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam 

buku karya Lexy Moleong mengemukakan bahwa metodologi penelitian 

kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa kata-kata ataupun lisan dari orang dan perilaku 

yang telah diamati. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan 

lokasi penelitian adalah di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak dan  juga beberapa lokasi lain dengan cara wawancara 

maupun observasi serta menggunakan sumber buku-buku yang berkaitan 

guna mendukung terselesainya penelitian penulis. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, karena pendekatan kuaitatif merupakan data yang 

                                                             
13

 Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi, "Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Bentuk Kebijakan Di 

Indonesia", Skripsi, (Universitas Udayana, 2018). 
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berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam hal ini penulis membawa 

teorinya Bambang Sunggono dalam bukunya metode penelitian hukum.
14

 

a. Pendekatan Penelitian Non Doktrinal  

Pendekatan penelitian non doktrinal yaitu, penelitian hukum 

sosiologis atau dengan kata lain disebut juga penelitian hukum 

empiris. Yang berarti penelitian yang berupa studi-studi empiris 

untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan 

mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. 

b. Pendekatan Yuridis 

Pedekatan secara yuridis mengkaji peraturan perundangundangan 

yang berkaitan dengan pungutan liar. Secara sosiologis dengan cara 

melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut pandang 

penerapan hukum. 

c. Pendekatan Normatif Syar‟i 

Pendekatan ini berdasarkan pada hukum Islam dengan melihat apa 

yang ada dalam teks-teks Al-Qur‟an dan hadits serta pendapat para 

ulama. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis berada di Desa Kangkung, 

Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Dipilihnya lokasi penelitian 

ini karena di desa tersebut terdapat kasus tentang pungutan liar. 

Disamping itu karena domisili peneliti, agar lebih efektif dan efisien 

dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, biaya, dan sebagainya 

dibandingkan tempat lain, dan untuk mempermudah dalam penelitian. 

4. Jenis Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh penulis 

secara langsung dari pihak yang terlibat, kemudian data tersebut 

                                                             
14

 Bambang Sungono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019). hal 3.  
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dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti.
15

 Dalam hal ini berupa 

pengamatan dilapangan, maka sumber data primer yang penulis 

adalah Wilayah Desa Kngkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten 

Demak, serta pihak yang pernah terlibat secara langsung. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang penulis peroleh 

secara tidak langsung dari sumbernya melainkan dari sumber-sumber 

lain yang berupa Buku-buku, Dokumen, Perundang-undangan. 

5. Teknik  Pengumpulan Data 

a. Pengamatan 

Dalam observasi yang penulis lakukan harus berpokok pada 

apa yang telah menjadi tujuan penelitian yang dilakukan. Dalam 

pengamatan atau observasi itu sendiri harus dilakukan secara 

sistematis melalui persiapan yang matang.
16

 Penulis bertujuan ingin 

mengetahui sebab salah satu faktor terjadinya tindak pidana 

pungutan liar di wilayan Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak serta penulis hendak mengetahui dampak dari 

tindak pidana pungutan liar. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan 

bertanya langsung kepada narasumber, yang mana hasil wawancara 

tersebut ditentukan oleh faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi 

informasi tersebut yaitu diantaranya adalah: pewawancara, yang 

diwawancarai atau narasumber, topik penelitian yang tertuang dalam 

daftar pertanyaan peneliti dan juga situasi wawancara.
17

 Dalam hal 

ini penulis melakukan beberapa wawancara kepada narasumber yang 

terkait dalam hal penelitian yang ingin peneliti tuliskan. 

c. Studi Pusataka 

                                                             
15 Aminuddin and Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2003). hal 188.  
16 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004). hal 57.  
17 Helaludin and Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik, (Makassar: 

Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019). hal 84.  
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Studi pustaka merupakan alat pengumpulan data yang tidak 

ditujukan kepada subjek penelitian secara langsung, oleh sebab itu 

teknik pengumpulan data dalam studi pustaka adalah dengan cara 

menelusuri serta memeriksa data-data sekunder yang lain.
18

 

6. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi 

sumber yang berati cara menguji keabsahan dilakukan dengan mengecek 

data yang telah diperoleh memalui beberapa sumber, serta Triangulasi 

teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi antara 

wawancara dan observasi, Karena ini bertujuan untuk mengungkap 

semua hal berdasarkan realita yang ada. 

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur 

validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan 

dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan 

dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu.
19 

7. Analisis Data 

Analisis data yang penulis lakukan berdasarkan penelitian ini 

adalah menggunakan metode penelitian yang bersifat diskriptif analitis. 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan dipahami serta diinterpretasikan dengan 

menggunakan analisa data kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisis ata 

menggambarkan data hasil penelitian dilapangan dengan cara kata-kata 

tanpa menganalisis angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan 

secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara lengkap 

aspekaspek mengenai masalah berdasarkan literatur dan data lapangan. 

Selanjutnya data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 

                                                             
18 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004). hal 122.  
19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2006). hal 330.  
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studi dokumen. Data-data yang dikumpulkan adalah data yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. Kemudian data yang telah 

dikumpulkandisajikan dalam bentuk bab pembahasan sebagai pijakan 

dalam mengambil kesimpulan. Kemudian tahap akhir dari analisis data 

adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan ujung terakhir dari 

sebuah penelitian.  

G. Sistematika Penulisan 

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai skripsi 

ini, akan dijelaskan garis besarnya melalui sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab I  : Pendahuluan  

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal apa saja yang melatar 

belakangi penulisan judul ini. Setelah latar belakang tersebut 

diuraikan selanjutnya merumuskan apa yang menjadi pokok 

permasalahan dalam pengangkatan judul ini. Kemudian kajian 

pustaka, untuk memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang 

relevan dengan masalah yang penulis teliti saat ini serta 

kemungkinan signifikasi serta kontribusi akademik. Pendalaman 

teori dalam kajian ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan 

analisis. Hal tersebut berkaitan dengan metodologi penelitian 

serta tujuan dan kegunaan penelitian yang dipaparkan dalam bab 

ini. Dan sebagai penutup bab ini, diuraikanlah garis besar isi 

skripsi. 

Bab II  : Landasan Teori Tentang Hukum Pidana Islam, 

Penghibah Tanah, Dan Pungutan Liar 

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang 

jarimah dalam hukum pidana Islam, tindak pungutan liar serta 

unsur tindak pidana pungutan liar, dan penghibah jalan 

Bab III  : Pungutan Liar Di RT 06 / RW 05 Desa Kangkung, Kec.  

    Mranggen, Kab. Demak  
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Bab ini membahas terkait profil umum Desa Kangkung, 

Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang menjadi tempat 

dalam penelitian ini, serta unsur kriminal yang ada dalam tindak 

pidana pungutan liar dan juga membahas penanganan pungutan 

liar yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kangkung. 

Bab IV  : Tinjauan Hukum Pidana Islam Oleh Penghibah Tanah  

Bab ini berisi tinjauan hokum pidana islam tentang pungutan liar 

yang dilakukan oleh penghibah tanah dan tindakan Kepala Desa 

Kangkung terhadap pelaku pungutan liar dijalan yang sudah 

dihibahkan 

Bab V  : Penutup  

Berisi kesimpulan dari hasil pemahaman, saran – saran, dan 

penutup. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM, PENGHIBAH 

TANAH, DAN PUNGUTAN LIAR 

A. Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh 

Syara‟ dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, 

atau ta‟zir. Syara‟ adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana 

apabila dilarang oleh Syara‟. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-

Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh 

Syara‟ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta‟zir.
20

 

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum 

pidana Islam sebagai berikut: 

a. Jarimah 

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan 

Jarimah atau Jinayah. Jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-

jarimatan, yang berarti "berbuat" dan "memotong”, Dan secara 

khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan 

yang dibenci". Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama-yajrimu 

yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 

kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.
21

 

Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, jarimah adalah perbuatan 

yang dilarang syari‟at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan 

hukuman had atau ta‟zir. 

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau 

perintah dalam hukum konversional (hukum positif) yang 

                                                             
20

 Zulkarnain Lubis and Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah (Jakarta: Kencana 

Premedia Group, 2016). Hal. 1-2. 

21
 Fathurahman Jamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999). Hal. 11. 
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dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau 

strafbaarfeit, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak 

pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang 

undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang 

sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap 

tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang 

atau hukum pidana.
22

 

b. Jinayah 

Para Fuqaha menggunakan kata jinayah dengan maksud 

jarimah. Kata jarimah merupakan bentuk verbal noun (masdar) 

dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah 

merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah 

dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak 

pidana.
23

 

c. Ma‟shiyat 

 Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang 

diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum 

positif, sehingga makna dari ma‟shiyat ialah mencakup unsur-unsur 

perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.
24

 

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah 

hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung 

didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa 

hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku 

tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama 

manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya 

Allah SWT. 

 

                                                             
22

 Fuad Thohari, Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, 

Ta‟zir) (Yogyakarta: Deepublish, 2018). hal 4-5. 
23

 Lubis and Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah. Hal. 2. 

24
 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). Hal. 2 
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2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam 

Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu 

hudud, qishash, dan ta‟zir sebagai berikut: 

a. Hudud 

Hudud adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam 

dengan hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya 

tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu 

dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah 

mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan hudud 

adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan Had 

merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan 

jumlahnya dan menjadi hak Allah”.
25

 

Jarimah hudud itu terdiri dari tujuh macam yaitu: Zina, 

Qadzaf (menuduh berzina), Khamr (minum-minuman keras), 

Sariqah (pencurian), Hibarah (perampokan), Riddah (keluar dari 

Islam) dan Bughah (pemberontakan).
26

 

Adapun ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang hudud 

terdapat pada surat An-Nisa ayat 13: 

ٍْهَ  دُ  رِ ْٚ ْٓ   اّللِ  حُذُ َِ ٌَٗ اّللَ  ٠ُّطِغِ  َٚ ْٛ سَعُ َٚ  ٍُْٗ ْٞ  جَٕذّ   ٠ذُخِْ ْٓ  رجَْشِ ب ِِ َٙ  رحَْزِ

َٓ  الَْْٔٙشُ  ذ٠ِْ ٍِ ب خ َٙ ٌِهَ   ف١ِْ ر صُ  َٚ ْٛ ٌْفَ ُُ  ا  اٌْؼظ١َِْ

Artinya: “Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa 

taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke 

dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, 

mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”. 

                                                             
25

 Islamul Haq, Fiqh Jinayah (Sulawesi Selatan: IAIN Pare--pare Nusantara Press, 2020). Hal. 55. 

26
 Abdul Al-Qadir Audah, Terjemahan At-Tasyri‟ Al-Jinairy Al-Islamy (Al-Kitab Al-Arabi‟, 

2013). Hal. 67. 
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Bahwasanya penulis mengetahui hudud itu suatu hukuman 

yang tidak bisa diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada 

didalam syara‟ (Al-Qur‟an dan Hadits), jadi setiap perbuatan yang 

dilakukan seorang jarimah maka hukumannya telah ditentukan 

didalam syara‟ seperti contoh seseorang pezina laki-laki dan 

perempuan yang belum menikah maka hukumannya dicambuk 

sebanyak 100X karena telah diatur didalam Al-Qur‟an surat An-

Nur ayat 2: 

ا١ِٔخَُ  ْٟ  اٌَضَّ أِ اٌضَّ ا َٚ ْٚ ذُ ٍِ ًَّ  فبَجْ احِذ   وُ ب َٚ َّ ُٙ ْٕ ّ بئخََ  ِِ ٍْذحَ   ِِ  جَ

Artinya:“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang 

berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus 

kali deraan”. 

b. Qishash 

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama 

dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. 

Qishash adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan 

pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau 

orang yang tidak bersalah.
27

 Didalam qishash terdapat syarat-syarat 

untuk melakukannya yaitu: 

1) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. 

Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti 

orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina. 

2) Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang 

mukallaf (baligh-berakal). 

3) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu 

orang muslim dilarang di qishash karena membunuh orang 

kafir.
28

 

                                                             
27

 Rosidin, Pendidikan Agama Islam (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020). Hal. 515. 

28
 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim (Jakarta: Darul Falah, 2017). hal 677-678. 
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Adapun ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang qishash 

terdapat pada surat Al- Maidah ayat 38: 

اٌغَّبسِقُ  اٌغَّبسِلخَُ  َٚ َٚ  ْٛ ب آ  فبَلْطَؼُ َّ ُٙ ب ٓ  ء  ٓ  جَضَا ا٠َْذ٠َِ َّ َٓ  ٔىََبل   وَغَجبَ ثِ ِِّ 

 ًّ ًّ ٓ   ِٖ ٓ  اٌ اٌ ُ   ػَض٠ِْض   ُٖ ٓ  َٚ  حَى١ِْ

Artinya:“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang 

mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas 

perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. 

Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. 

 ْٓ َ   أط١ُِْتَ  َِ ْٚ  ثِذَ ً   أَ ًُ - خَجَ اٌخَجَ َٛ  -اٌجَشَاحُ  َٚ ُٙ َٓ  ثبٌِخ١ِبَسِ  فَ  إحِْذَٜ ث١َْ

ب: ثلَََس   َِّ ْْ  إِ ، أَ ْٚ  ٠مَْزضََّ َ ، ٠أَخُْزَ  أ ًَ ْٚ  اٌؼمَْ َ ، أ َٛ ُ ْْ  ٠ؼَفْ  سَاثؼِخَ   أسََادَ  فئَِ

ِٗ  ػٍََٝ فخَُزُٚا  ٠ذ٠ََْ

Artinya: “Siapa yang terkena darah (dibunuh) atau luka 

(dilukai), maka dia (boleh) memilih satu antara tiga pilihan: meng-

qishshash, mengambil ganti rugi (diyat), atau memaafkan (tanpa 

membayar diyat), dan jika dia memilih pilihan keempat (lebih dari 

qishash atau diyat) maka ambillah tangannya (laranglah).” (HR. 

Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah) 

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa qishash merupakan 

hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah berbuat 

jarimah (tindak pidana) karena sudah diatur dalam Al- Qur‟an atau 

hadits seperti peneliti kutipkan diatas adalah contoh hukuman bagi 

seseorang yang mencuri maka hukuman ialah potong tangan, Dan 

apabila pelaku atau pembuat jarimah (tindak pidana) itu membunuh 

maka hukuman setimpal dengan apa yang ia perbuat yaitu dibunuh 

juga. 

c. Ta‟zir 

Ta‟zir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya 

dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir 

meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori 

tindak pidana jenis hudud dan qishash. Takzir merupakan hukum 
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pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh 

syara‟ yaitu Al-Qur‟an dan Hadits.
29

 

Terdapat dalam hadits yang menjelaskan tentang takzir 

sebagai berikut: 

 ْٓ َ  ثشُْدحََ  أثَِٟ ػَ ِ  الَْ ّٞ ُ  ػٕٗ الله سضٟ ْٔظَبسِ غَ  أََّٔٗ ِّ ِ  سَعُٛيَ  عَ  طٍٝ اَللَّ

قَ  ٠جٍُْذَُ  لَ : ) ٠مَُٛيُ  ٚعٍُ ػ١ٍٗ الله ْٛ اط   ػَشَشَحِ  فَ َٛ ْٓ  حَذِّ  فِٟ إِلَّ , أعَْ ِِ 

ِ  حُذُٚدِ  زَّفكَ  (   اَللَّ ُِ  ِٗ  ػ١ٍََْ
Artinya:“Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar 

nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh 

cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang 

ditentukan Allah ta‟ala”. Muttafaq alaihi”. 

 

Maksud hadits diatas adalah selain dosa-dosa yang sudah 

ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum 

pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti hukuman yang tidak 

lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada 

pertimbangan seorang hakim atau pemerintah. 

Penulis menjelaskan bahwa takzir itu hukumannya meliputi 

semua hukuman yang belum ada didalam syara‟ (Al-Qur‟an dan 

hadits) maka seseorang yang berbuat jarimah (tindak pidana) 

hukumannya kembali kepada takzir atau kembali kepada 

keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan 

tersebut. 

3. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam 

Unsur-unsur hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan apabila 

memenuhi unsur- unsur yang melekat pada istilah jarimah itu sendiri. 

Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur jarimah itu terbagi menjadi dua 

yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai 

berikut: 

                                                             
29

 Ali Abu Bakar and Zulkarnain, Hukum Jinayat Aceh (Jakarta: Kencana, 2019). hal 5. 
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a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang 

disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini 

dikenal dengan istilah dengan unsur formal (al-rukn al-sya‟i). 

b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa 

melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan 

yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (al-

rukn al-madi).
30

 

Penjelasan diatas tentang unsur tindak pidana Islam itu terdiri 2 

bagian seperti al-rukn al-sya‟i dan al-rukn al-madi. Sedangkan al-rukn al-

sya‟i ini menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan didunia seperti 

qishash, dera, dan sebagainya, kalau al-rukn al-madi menjelaskan hukum 

yang berlaku hanya di akhirat seperti meninggalkan sholat yang tidak 

bisa dihukum di dunia. 

B. Konsep Penghibah 

1.  Pengertian Pengibah Atau Pemberi Hibah 

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang 

penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat 

menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima 

penyerahan barang itu. Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan 

barang miliknya kepada orang lain.
31

 

Sedangkan secara istilah pengertian hibah secara khusus adalah, 

transaksi (ijab dan qabul) pemberian kepemilikan tanpa imbalan. Ada yang 

menambahi, “ketika masih hidup” untuk mengecualikan akad wasiat, dan 

ada lagi yang menambahi “pemberian tidak wajib” untuk mengeluarkan 

zakat, nafkah, kaffarah, dan nadzar.
32
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Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa washiat adalah 

pemberian seseorang kepada orang lain yang diakadkan ketika hidup dan 

diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. sebagai catatan 

perlu diketahui bahwa tidak semua washiat itu termasuk pemberian.
33

 

Menurut pendapat yang disepakati oleh semua imam mazhab wasiat 

ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil 

manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian 

sukarela yang dianggap sah jika dibuat dalam keadaan sehat dan bebas dari 

sakit, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit 

lain.
34

 

Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian seseorang 

kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. 

Sementara itu, hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” 

(berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang 

untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda 

hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan lain 

sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa 

barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang 

nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang yang nilai 

harganya tinggi. 

Misalnya barang ringan adalah uang belanja, bahan makanan, 

pakaian, perhiasan, alat rumah tangga dan lain-lain. Menjadi adat 

kebiasaan warga masyarakat untuk menyampaikan buah tangan ketika 

bertamu kepada kenalan. Pada umumnya karya budi perseorangan ini tidak 

mengharap balasan yang langsung, namun sekedar untuk menunjukkan 

harga diri, agar dipuji atau tau adat. 
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Dalam hukum perkawinan adat terdapat pula apa yang dikenal 

sebagai hadiah pertunangan yang didaerah lain disebut dengan berbagai 

sebutan, misalnya tanda kongnarit (Aceh), bobo-mibu (Nias), sesere 

(Mentawai), passikoq (Suawesi Selatan), tapu (Halmahera), paningset 

(jawa), dan lain-lain yang merupakan pemberian dalam hubugan orang tua. 

Jika dikemudian hari putus pertunangan maka yang harus menyelesaikan 

adalah orang tua. Meskipun pemberian-pemberian ini tidak selamanya 

karya budi namun merupakan karya permohonan atau merupakan syarat 

yang harus dipenuhi guna memperkuat perjanjian untuk mengadakan 

perkawinan. Ringkasnya pemberian ini merupakan tanda jadi. 

Untuk beri-memberi barang berat, misalnya tanah, dapat terjadi 

dalam hubungan kekerbatan atau dikarenakan balas budi dalam hubungan 

ketetanggaan atau persahabatan yang segala sesuatuanya dijiwai oleh rasa 

kekeluargaan. Tidak semua barang berat dapat diberikan kepada orang 

lain. Harta pusaka keturunan, harta benda alat perlengkapan adat, dan 

gelar-gelar kepemimpinan adat tidak boleh diberikan kepada seseorang 

yang tidak pada tempatnya. 

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya syarat penghibahan itu 

harus dilakukan didepan notaris. Meskipun penghibahan itu tidak 

dilakukan didepan notaris hibah tersebut tetap saja dan mempunyai 

kekuatan hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1963 yang ditujukan kepada 

seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang 

menyatakan bahwa Akta Notaris, khususnya dalam hibah tidak diperlukan 

lagi. Gagasan ini dipelopori oleh Almarhum Suhardjo ketika menjabat 

sebagai Menteri Kehakiman RI. Beliau mengungkapkan bahwa 

KUHPerdata bukanlah kitab undang-undang (wet book), tetapi hanya 

sebagai kumpulan hukum (recht book) belaka. 
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2. Syarat Pemberi Hibah 

Stuktur akad hibah terdiri dari tiga rukun. Yaitu „âqidayn 

(wâhib dan mauhûb lah) dan mauhûb bih, dan shîghah. 

1) „Aqidayn 

„Aqidayn adalah kedua pelaku akad hibah yang meliputi pihak 

pemberi (wâhib) dan pihak penerima (mauhûb lah). Wahib 

disyaratkan: 

a) Ia harus sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang 

dihibahkan. Karena hibah mempunyai akibat perpindahan 

hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut sebagai pemilik 

yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan 

tersebut. Tak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu 

yang bukan miliknya, dan jika hal seperti itu terjadi maka hal 

tersebut batal demi hukum. 

b) Pihak penghibah haruslah orang yang cakap bertindak secara 

sempurna (kamilah), yaitu baligh dan berakal. Orang yang 

sudah cakap bertindaklah yang dapat dinilai bahwa perbuatan 

yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai 

pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap 

bertindaklah yang mengetahui baik dan buruk dari 

perbuatannya, dan sekaligus ia juga mempunyai 

pertimbangan yang matang atas untung rugi perbuatannya 

menghibahkan sesuatu miliknya. Dalam kerangka ini anak-

anak yang belum dewasa, kendatipun sudah mumayyiz, 

dipandang tidak berhak melakukan hibah. hibah juga tidak 

boleh dilakukan oleh orang yang sedang dalam pengampuan 

(perwalian).
35

 

c) Memiliki kriteria muthlaq at-tasharruf. Yakni orang yang 

bebas membelanjakan hartanya, baik secara maslahah atau 
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tidak, dan baik yang bersifat komersial atau non komersial. 

Muthlaq attasharruf juga disebut ahli at-tabarru‟. 

Oleh karena itu tidak sah hibah yang dilakukan oleh selain 

pemilik barang, atau hibah yang dilakukan orang yang tidak ahli 

attabarru‟, seperti orang yang dibekukan tasyarufnya. Demikian 

juga tidak sah, hibah yang dilakukan pengelola (wali) harta anak 

kecil, atau pengelola harta orang gila, sebab legalitas tasyaruf 

keduanya terbatas pada bentuk tasyaruf yang maslahah secara 

duniawi, dan hibah bukanlah tasaruf yang maslahah secara 

duniawi, karena bersifat nonkomersil, sehingga keduanya tidak 

memiliki kriteria muthlaq attasarruf atau ahli at-tabarru‟ atas harta 

orang yang berada dibawah otoritasnaya (mawlî). 

Sedangkan syarat mauhûb lah adalah, orang yang 

memiliki kriteria sah atau kompetensi untuk menerima 

kepemilikan (ahlu at-tamalluk), baik mukallaf atau tidak, seperti 

anak kecil, orang gila, dan lain-lain. Hanya saja, keabsahan hibah 

pada orang yang tidak mukallaf, penerimaan (qabdl) harus 

dilakukan oleh walinya. Dengan demikian, tidak sah hibah kepada 

mauhûb lah yang tidak memiliki kompetensi menerima 

kepemilikan, seperti janin, budak, hewan, dan lain-lain.
36

 

Karena hibah itu transaksi langsung, maka penerima hibah 

disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika 

akad hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan 

kepada anak yang masih didalam kandungan, sebab dia belum 

wujud dalam arti yang sebenarnya. Dalam permasalahan ini tidak 

disyaratkan supaya baligh dan berakal. Kalau sekiranya penerima 

hibah belum cakap saat pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh 

wakilnya. Wakillah yang bertindak untuk dan atas nama akillah 

yang bertindan untuk dan atas nama penerima hibah dikala 
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penerima hibah itu belum ahliyah al-ada‟ al-kamilah. Selain 

orang, lembaga juga bisa menerima hibah, seperti lembaga 

pendidikan.
37

 

2) Mauhûb bih 

Mauhûb bih adalah barang yang dihibahkan. Secara 

umum, batasan barang yang sah dihibahkan adalah, setiap barang 

yang sah dijual-belikan, maka sah dihibahkan. Sebaliknya, setiap 

barang yang tidak sah dijual-belikan, maka tidak sah dihibahkan. 

Batasan ini hanya bersifat umum, sehingga mengecualikan 

beberapa hal berikut: 

a) Budak perempuan yang digadaikan, apabila dihamili dan 

memiliki anak atau dimerdekaan oleh pihak râhin yang 

miskin, darurat, namun tidak boleh dihibahkan meskipun 

kepada pihak murtahin. 

b) Komoditi dalam tanggungan (fî dzimmah), boleh dijual 

belikan seperti dengan akad bai‟ maushûf fi dzimmah atau 

akad salam, namun tidak boleh dihibahkan, seperti 

menghibahkan piutang dalam tanggungan seseorang kepada 

orang lain. Dan jika dihibahkan kepada orang yang memiliki 

tanggungan hutang sendiri, maka disebut pembebasan hutang 

(ibrâ‟) yang diperbolehkan. Karena itu, pembebasan hutang 

yang diatasnamakan pembayaran zakat, hukumnya tidak sah. 

Sebab terdapat muatan ibdâl atau tamlik. Sebagai solusi, 

justru membayar zakat dengan harta lain kepada orang yang 

memmiliki tanggungan hutang, agar bisa ditasarufkan untuk 

membayar hutang. 

c) Komoditi ditanah budak mukâttab, sah dijual namun tidak 

sah dihibahkan, kecuali seizin sayid. 

                                                             
37

 Karim, Fiqih Mu‟amalah. (Mataram: Raja Grafindo Persada, 2022). hal 77. 

 



29 
 

d) Harta anak kecil yang dibawa otoritas pengelola atau orang 

yang diwasiati, sah dijual namun tidak sah dihibahkan. 

e) Manfaat atau jasa, sah dijual-belikan, yakni elalui ijarah, 

namun khilaf jika dihibahkan. Menurut satu versi yang 

mengatakan, pemberian manfaat barang bukan sebagai 

pemberian kepemilikan (tamlîk), melainkan perizinan 

pemanfaatan (ibahah al-intifa‟), maka hibah manfaat barang 

tidak sah, sebab hibah adalah tamlîk. Sedang menurut versi 

yang mengatakan, pemberian manfaat barang sebagai 

pemberian kepemilikan (tamlîk), maka sah. 

f) Harta (mâl) yang tidak memiliki nilai nominal (tidak 

mutamawwal atau mutaqawwim), seperti satu biji beras, maka 

tidak sah menjual-belikannya, namun sah menghibhkannya. 

Sebab, hibah bersifat non-komersial yang tidak ada 

kompensasinya. 

g) Buah yang belum layak dikonsumsi, maka tidak sah 

menjualbelikan tanpa syarat langsung dipetik atau dipanen, 

namun sah dihibahkan meskpun tanpa syarat langsung dipetih 

ata dipanen. 

3) Shîghah 

Ijab dan kabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas 

dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau 

penipuan. Pernyataan ijab dan kabul dapat dilaksanakan baik 

secara lisan maupun secara tertulis. Menurut para ahli hukum 

Islam adanya pernyataan ijab harus diikuti dengan kabul, akan 

tetapi menurut Imam Abu Hanifah dalam kontek hibah cukup ijab 

saja, tanpa harus diikuti dengan kabul.
38
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C. Konsep Umum Pungutan Liar 

1. Pengertian Pungutan Liar 

Dari segi bahasa, pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, 

yakni “pungutan” dan “liar”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer, pungutan berarti barang yang dipungut, dan liar berarti 

sembarangan, tidak sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang 

berwenang
39

. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar 

berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang 

tidak sesuai dengan aturan yang ada.
40

Secara umum pengertian pungutan 

liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan 

dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-

sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika Dikaji lebih dalam maka 

Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai 

landasan hukum. 

Istilah lain dari pungutan liar adalah pemerasan, yakni permintaan 

setengah memaksa oleh pejabat kepada masyarakat agar prosedur yang 

diberikan tidak berbelit-belit atau agar beberapa ketentuan aturan dapat 

dilewati. Kedua istilah ini hampir sama, suap, penyogokan (penyuapan) 

maupun pemerasan ini pihak-pihaknya saling aktif menerima dan 

memberi.
41

 

Pungli adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran 

sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang 

berkaitan dengan pembayaran tersebut. Sebenarnya, istilah pungli 

hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih 
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lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini 

tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana 

pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua 

bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan 

hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan 

liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan 

tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada 

dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.
42

 

2. Dasar Hukum Larangan Pungutan Liar  

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar dasar hukum untuk 

menjerat pelaku pungutan liar diatur dalam beberapa ketentuan 

perundang-undangan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut: 

No. Pasal Hukum Unsur tindak pidana Sangsi 

1. UU No. 11 Tahun 1980 

Tentang Tindak Pidana 

Suap 

Penerima suap 3 Tahun penjara atau 

denda sebanyak- 

banyaknya  Rp. 

15.000.000,- 

2. KUHP (Pasal 368) Pemerasan 9 Tahun Penjara 

3. UU No. 20 Tahun 2001 

tentang perubahan atas 

UU 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

(Pasal 5 ayat (1)) 

Pemberian/menjanjikan 

pada pegawai Negeri 

atau Penyelenggara 

Negara 

Pidana penjara paling 

singkat 1 tahun, 

paling lama 5 tahun 

dan/atau denda paling 

sedikit Rp. 

50.000.000,-          dan 

paling banyak Rp. 

250.000.000,- 

                                                             
42

 Willa Wahyuni, "Pungli Dan Jerat Hukumnya", dalam Hukum Online, sebagaimana dikutip 

dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/pungli-dan-jerar-hukumnya-lt6267dc33565b6/, 

diakses 26 April 2022. 



32 
 

4. UU No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas 

UU   31   Tahun   1999 

tentang   Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

(Pasal 5 ayat (2)) 

Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara 

penerima 

pemberian/janji 

Pidana penjara paling 

singkat 1 Tahun, 

paling lama 5 tahun 

dan/atau denda paling 

sedikit Rp. 

50.000.000,- dan 
paling banyak Rp. 

250.000.000,- 

5. UU No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas 

UU 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

(Pasal 11) 

Pegawai Negeri

 atau 

Penyelenggara Negara 

menerima hadiah/janji 

padahal 

 diketahui karena 

kekuasaan/kewenangan 

Pidana penjara paling 

singkat 1 tahun, 

paling lama 5 tahun 

dan/atau denda paling 

sedikit Rp. 

50.000.000,-          dan 

paling banyak Rp. 

250.000.000,- 

6. UU No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas 

UU 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

(Pasal) 12B) 

Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara 

Penerima gratifikasi 

Pidana penjara 

seumur hidup/paling 

singkat 4 tahun dan 

paling lama 20 tahun 

denda paling sedikit 

Rp.        200.000.000,- 

paling    banyak    Rp. 

1.000.000.000,- 

7. UU No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas 

UU 31 Tahun 1999 

tentang   Pemberantasan 

Tindak Pidana 

Korupsi(Pasal 12E) 

Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara 

yang dengan maksud 

menguntungkan diri 

Sendiri 

Pidana penjara paling 

singkat 1 tahun, 

paling lama 5 tahun 

dan/atau denda paling 

Sedikit Rp. 

50.000.000,- dan 

Paling banyak Rp. 

250.000.000,- 

8. UU No. 20 Tahun 2001 

tentang perubahan atas 

UU 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

(Pasal 12E) 

Pemberi hadiah/janji 

pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara 

karena kekuasaan / 

kewenangan 

Pidana penjara paling 

lama 3 tahun denda 

paling banyak Rp. 

150.000.000,- 
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3. Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar 

 Faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar adalah 

penyalahgunaan wewenang, faktor mental, faktor ekonomi, faktor 

kultural dan budaya organisasi, terbatasnya sumber daya manusia, 

lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan, serta pelaku 

dituntut untuk menyetorkan sebagian hasil pungutannya kepada oknum 

tertentu. 

Faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 

dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan 

dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang 

yang diembannya, antara lain: 

a. Ingin memperoleh kemawan hidup 

b. Kondisi sosial ekonomi 

c. Lemahnya iman dari pelaku pungli 

d. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewewnang 

e. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara 

f. Kemiskinan dan keserakahan 

g. Budaya memberi upeti 

h. Imbalan dan hadiah 

i. Apatis/tidak mau tahu 

j. Gagalnya pendidikan agama dan etika 

Sedangkan faktor eksternal terjadinya pungli. Yaitu: 

a. Kelemahan mekanisme organisasi 

b. Penegakan hukum yang tidak konsisten 

c. Lemahnya pengawasan 

d. Budaya permisif/serba membolehkan 

9. 

 

 

PP No. 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil 

Perbuatan tercela  Pemberhentian 
Tidak dengan 

hormat 

 Pemberhentian 

dengan hormat 

 Tidak atas 
permintaan sendiri 
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D. Konsep Pungutan Liar Dalam Hukum Pidana Islam 

1. Pugutan Liar dalam Hukum Pidana Islam 

Dalam hukum pidana Islam pungutan liar diantaranya Risywah 

(Penyuapan). Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab 

سشب - ٠ششٛ  yang masḍar atau verbal nounnya bisa dibaca " سشٛح"َ"سشٛح  atau 

 أجؼً huruf ra‟- nya dibaca kasrah, fathah atau ḍammah) berarti (سشٛح

yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan 

penjelasan Abul Abas tentang makna kata risywah, ia mengatakan bahwa 

kata risywah terbentuk dari kalimat سشبأفشخ anak burung merengek-

rengek ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.
43

 

Para ulama manyebutkan bahwa maks itu memiliki beberapa 

bentuk, yaitu: 

a. Maks yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah yaitu uang pajak 

yang diambil dari para penjual pasar. 

b. Uang yang diambil oleh amal zakat dari muzakki untuk kepentingan 

pribadinya setelah ia mengambil zakat.Uang yang diambil dari para 

pedagang yang melewati suatu tempat tertentu. 

c. Uang yang diambil tersebut dibebankan kepada barang dagangan yang 

dibawa, perkepala orang lewat atau semisalnya. 

Sementara itu Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil 

mendefinisikan al-maksu sebagai berikut:
44

 “Al-Maksu adalah suatu aturan 

yang ditentukan oleh penguasa- penguasa secara zalim, berkaitan dengan 

harta-harta manusia, (aturan ini) diatur dengan undang-undang yang 

sengaja dibuat / diada-adakan.” 

                                                             
43 H. M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah 2011), h. 89. 
44

 Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil As-Syafi'i, Is'ad ar-Rafiq wa Bughiyyah as-Sadiq Syarh 

Matn Sulam at-Taufiq Ila Mahabbatillah 'ala at-Tahqiq, (Indonesia: ttp, Daru Ihya al-Kutub al- 

'Arabiyyah, tth), Jilid 2, h. 57. 



44 
 

Dari uraian tentang pengertian al-maksu di atas, bisa diketahui 

bahwa tradisi pungutan liar atau cukai illegal sudah dikenal sejak zaman 

jahiliah, sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-

kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Biasanya jumlah 

nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada 

hari itu, sebab hal ini terjadi secara terus-menerus tanpa alas an yang benar, 

bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan 

yang mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman dan 

pemerasannya tetap dominan. 

 اْ يم٠ٛ عٍُ ٚ ١ٗػٍ اللها طٍٝ اللها يعٛس عّؼذ ٟٔا:  يلب ش١ٌخا ثٟأ ػٓ

 سٌٕبا فٟ ٌّىظا طبحت

 Artinya: “Dari Abu al-Khair berkata: Saya Mendengar Rosulullah 
bersabda: Sesungguhnya pemungut upeti akan masuk neraka.”(H.R. 

Ahmad). 

Nabi SAW bersabda. 
45

 

 ِْبص طٌٕبا ػٍٝ أر٠ٟ: يَ لب عٍََُّٚ  ١ٗػٍ اللها طٍَّٝ ٌَّٕجِّٝا ػٓ حَ ش٠ش٘ ثٝاَ  ػٓ

 (سٜثخب سٚاٖ)   اٌَحشا ِٓ أَ يٌحلَا ِٓأ ِٕٗ خزأ ِب ءٌّشا جب٠ٌٟ ل
Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, Dari Nabi SAW, bersabda: bakal datang 

kepada manusia suatu masa, dimana tiada yang peduli akan apa yang 

diambilnya; apakah dari yang halal ataukah dari yang haram.” (H.R. 

Bukhari). 

Dari hadis ini Nabi sudah memperkirakan akan datangnya hari 

dimana manusia tak lagi mempedulikan dari mana datangnya harta mereka, 

dan pungutan liar yang sudah menjadi tradisi ini salah satunya. Adapun 

nas-nas syar'iyyah atau dalil-dalil syara' tentang diharamkannya praktik 

pengutan liar, cukai illegal atau al-maksu ini antara lain adalah firman 

Allah: 

                                                             
45

 Al-Bukhari., Juz. 2, h. 726. 
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ب َٙ َٓ  ٠ب٠َُّ ا اٌَّز٠ِْ ْٛ ُٕ َِ ا لَ  ا ْٛ ُْ  رأَوٍُُْ اٌىَُ َٛ ِْ َ ُْ  ا ًِ  ث١َْٕىَُ ٌْجبَطِ ْْ  الَِّ  ثبِ َْ  اَ ْٛ ْٓ  رجَِبسَح   رىَُ  ػَ

ُْ  رشََاع   ْٕىُ ِِّ 
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..”(QS. An-Nisa‟: 29). 

ب َّ ًُ  أَِّ ج١ِْ َٓ  ػٍََٝ اٌغَّ َْ  اٌَّز٠ِْ ْٛ ُّ ٍِ َْ  إٌَّبطَ  ٠ظَْ ْٛ ُ ٠جَغْ  ٌْحَكِّ ا ثغ١َِْشِ  الْسَْعِ  فِٝ َٚ

ُْ  اٌُٚىهَِ  ُٙ ُ   ػَزاَة   ٌَ ١ْ ٌِ َ  ا
Artinya: “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim 
kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu 

mendapat azab yang pedih.” (QS. Asy-Syura: 42). 

Dalam ayat ini Allah mengancam kepada orang-orang yang berbuat 

zalim di muka bumi, mereka termasuk yang melakukan pungutan-pungutan 

liar dan mereka akan disiksan di akhirat nanti dengan azab yang sangat 

pedih. 

2. Hukuman Pelaku Pungutan Liar Dalam Hukum Pidana Islam 

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku risywah, tampaknya 

tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku ghulūl, yaitu hukum 

takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah qiṣāṣ dan hudud. Dalam 

hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum 

pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al 

Qur‟an dan hadis), mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam 

kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetisinya ada di tangan hakim. Untuk 

menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan 

sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat 

sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis 

tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana 
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pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong 

sebuah tindak pidana dilakukan.
46

 

Dalam beberapa hadis tentang risywah, disebutkan dengan 

pernyataan غ  Allah melaknat penyuap dan penerima (ٌلَأشاش١ٛا١ٔشرش١ٕ 

suap). Para pihak yang terlibat dalam jarimah risywah dinyatakan terlaknat 

atau terkutuk, hal ini menjadikan risywah dikategorikan ke dalam daftar 

dosa-dosa besar.
47

 Namun, karena tidak ada ketentuan tegas tentang jenis 

dan tata cara menjatuhkan sanksi maka risywah dimasukkan dalam 

kelompok tindak pidana takzir. Abdul Aziz Amir mengatakan bahwa karena 

dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana risywah ini tidak disebutkan jenis 

sanksi yang telah ditentukan maka sanksi yang diberlakukan adalah 

hukuman takzir.
48

 

Lebih lanjut al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi “ta‟zīr” bagi 

pelaku jarimah/tindak pidana risywah merupakan konsekuensi dari sikap 

melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap 

menentang/bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, harus diberi sanksi 

tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk 

menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, 

membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap-

menyuap termasuk salah satu kemunkaran yang harus diberantas dari sebuah 

komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah, “Barang siapa di 

antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan 

tangannya....” (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa‟i, dan Ahmad). Mencegah 

kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadis pada 

                                                             
46 H. M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah 2011), h. 103. 
47 H. M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah 2011), h. 103. 
48 H. M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah 2011), h. 104. 



47 
 

dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk 

mencegah kemungkaran tersebut.
49

 

kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apalagi 

kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu 

bentuk korupsi di Indonesia, harus ditangani langsung oleh pemerintah dan 

bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Sebab, tidak mungkin 

individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang 

terjadi di hampir semua lini dan sektor kehidupan. Upaya pemerintah selama 

ini bukan hanya di masa reformasi bahkan sejak Orde lama dan Orde Baru 

berbagai peraturan dan sederet undang-undang telah bermunculan untuk 

berupaya memberantas korupsi, tetapi seperti yang bisa dilihat hasilnya 

masih belum memuaskan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang 

dibuat untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di negeri ini sudah 

jauh lebih baik dan ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih 

merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Berbagai 

peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep ta‟zīr 

yang ditawarkan oleh fiqh jinayah, yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak 

dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara 

pelaksanaannya oleh Alqur‟an dan hadis-hadis Rasulullah, melainkan 

diserahkan kepada pemerintah dari hakim setempat   

                                                             
49 H. M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah 2011), h. 104. 
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BAB III 

PUNGUTAN LIAR DI RT 005 RW 006 DESA KANGKUNG, KECAMATAN 

MRANGGEN, KABUPATEN DEMAK DAN PERKEMBANGANNYA 

A. Gambaran Umum Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten 

Demak  

1. Profil Desa Kangkung  

Desa Kangkung merupakan salah satu desa di Kecamatan Mranggen 

yang mempunyai luas wilayah ± 515,00 Ha. Dilihat dari topografi dan 

kontur tanah, Desa Kangkung Kecamatan Mranggen secara umum berupa 

Persawahan. Desa Kangkung terdiri dari 3 Dusun, 6  RW dan 41 RT. 

Orbitasi dan waktu tempuh dari ibu kota kecamatan 3 km dengan waktu 

tempuh 15 menit dan dari ibukota kabupaten 28 km dengan waktu tempuh 

90 menit. Desa Kangkung wilayahnya dibagi menjadi tiga dusun dengan 

jumlah penduduk 8.025 jiwa. Menurut pembagian wilayahnya adalah Dusun 

Senggrong, Dusun Karang dan Dusun Krajan. Berdasarkan pada lokasi 

penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa 

Kangkung sampai akhir Bulan Maret 2022 secara keseluruhan berjumlah 

5.472 jiwa terdiri dari laki-laki 2.644 jiwa dan perempuan 2.828 jiwa yang 

mencakup 1.275 KK. 

Keadaan umum Desa Kangkung merupakan daerah dataran sedang 

meliputi tanah sawah yang dialiri dengan irigasi teknis 35.300 ha, irigasi 

setengah teknis 20.000 ha dan sawah tadah hujan 30.000 ha, tanah yang 

digunakan untuk bangunan dan tegal (ladang) seluas 100.000 ha, perkebunan 

rakyat 5.500 ha, kas desa, lapangan olah raga, perkantoran pemerintahan, 

pemakaman umum, bangunan sekolah 5.215 ha, dan hutan asli 5000 ha. 

Areal tanah sawah sebagian besar ditanami jagung, tembakau dengan satu 

kali panen dalam satu musim. Secara geografis terletak pada Koordinat 

Bujur 110.51175, Koordinat Lintang = -7,048237 ,Iklim = curah hujan 2,900 

mm, kelembaban 25,00, Suhu rata-rata harian 29,00 Dl. Adapun batas daerah 
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atau wilayah Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 

adalah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara  :Desa Mranggen dan Desa Kembangarum 

- Sebelah Timur  :Desa Kalitengah 

- Sebelah Selatan  :Desa Sumberejo dan Desa Kebonbatur 

- Sebelah Barat   :Desa Batursari 

2. Visi dan Misi Desa Kangkung  

Visi Desa Kangkung adalah “Terwujudnya Desa Kangkung yang 

Aman,Guyub,Maju,Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan Misi dari Desa 

Kangkung adalah sebagai berikut:  

a. Bidang Pemerintahan 

1) Memfungsikan administrasi meliputi buku–buku administrasi desa, 

pertanahan Pajak  bumi dan bangunan. 

2) Memberdayakan lembaga–lembaga Desa yang meliputi, BPD, 

LKMD, RW, RT dan PKK. 

3) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

4) Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat 

b. Bidang Pembangunan dan Ekonomi 

1) Mewujudkan pembangunan prasarana Desa meliputi: pengairan dan 

transportasi untuk  meningkatkan perekonomian masyarakat Desa. 

2) Mewujudkan prasarana pendidikan untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan. 

3) Meningkatkan prasarana peribadatan untuk meningkatkan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat 

1) Menciptakan kerukunan antar umat beragama. 

2) Meningkatkan kesadaran berpolitik melalui pembinaan politik 

terhadap  masyarakat. 
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3) Mewujudkan hubungan antar Desa untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kangkung 

Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kangkung Tahun 2017-2022 

 
B. Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Kangkung 

1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Ekonomi  di Desa Kangkung 

Keadaan ekonomi penduduk Desa Kangkung dibagi menjadi tiga 

tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian 

besar masyarakat di Desa Kangkung hidup dengan mata pencaharian bertani. 

Sementara jika dilihat dari komposisi penduduk menurut mata pencaharian 
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yang terbesar adalah terdiri dari buruh tani.
50

 Penduduk Desa Kangkung 

mata pencahariannya mudah diklasifikasikan karena sebagian besar 

masyarakatnya mempunyai pekerjaan tetap, misalnya buruh tani yang 

bekerja pada para petani sendiri. Dengan pertanian yang dialiri irigasi 

memungkinkan para buruh tani bekerja secara terus-menerus dalam satu 

musim, sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian bertani 

dengan menyewa tanah. Dari pertanian yang ada, produksi tanaman pangan 

didominasi tanaman jagung dengan rata-rata 9,2 ton/ha dan cabe dengan 

rata-rata 8,1 ton/ha. Adapun tanaman lainnya adalah kacang kedelai, padi 

sawah, padi ladang, sawit, kubis, dan lain-lain. Namun tidak sedikit 

masyarakat Desa Kangkung yang merantau ke luar daerah dengan tempat 

tinggal tidak tetap, yaitu sebagai buruh bangunan dan berwiraswasta.
51

 

Adapun bagi yang menetap biasanya sebagai tenaga kerja asing, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, pedagang dan lain-lain. Selain mata 

pencaharian tersebut, masyarakat Desa Kangkung banyak yang berprofesi 

sebagai pedagang karena di desa tersebut terdapat pasar dengan lokasi sangat 

strategis yang berada di jalur Semarang-Purwodadi. Selain itu penduduk 

Desa Kangkung juga banyak yang bekerja di pabrik rokok, pabrik Aparel, 

pabrik Senat, dan pabrik Bitratex.52
 

Berdasarkan kenyataan yang ada, sebagian masyarakat Desa 

Kangkung mempunyai devisa Desa yang cukup dengan kondisi tanah yang 

subur dan irigasi yang memadahi. Dalam kehidupan masyarakat Desa 

Kangkung, kehidupan keagamaan yang kuat mendominasi perilaku sosial 

budaya terbukti dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar, yaitu 

Solidaritas yang tinggi dan toleransi, Gotong royong dan kekeluargaan, 

Kepercayaan agama yang kuat dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Patuh 

                                                             
50 Wawancara dengan Kamsari, tanggal 5 September 2022 di Kantor Balai Desa Kangkung. 
51  Wawancara dengan Asrida Puspitasari, tanggal 5 September 2022 di Kantor Balai Desa Kangkung. 
52 Wawancara dengan Afif Firman Hadi, tanggal 12 September 2022 di Kantor Balai Desa Kangkung.  
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terhadap ulama dan sesepuh Desa, serta lebih mengutamakan musyawarah 

untuk mencapai sebuah jalan keluar. 

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Kangkung 

Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Desa Kangkung 

termasuk sedang karena penduduk yang lulus Sekolah Dasar (SD) 

menduduki jumlah terbesar. Selain itu banyak dari mereka yang telah 

menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA) dan sederajat, bahkan sampai ke jenjang perguruan 

tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. 1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa 

Kangkung 

No Pendidikan Jumlah Orang 

1 SD/MI 807 Orang 

2 SLTP/MTs 742 Orang 

3 SLTA/MA 540 Orang 

4 Diploma/S1 225 Orang 

5 Putus Sekolah 143 Orang 

Jumlah 2.457 Orang 

   

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama di Desa Kangkung 

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Kangkung dapat dikatakan 

sangat kuat. Hal ini disebabkan penduduk beragama Islam di Desa 

Kangkung mencapai 98%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 1. 2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama di Desa 

Kangkung 

No Agama Pemeluk Agama 

1 Islam 8.115 Orang 

2 Katholik 5 Orang 

3 Kristen 15 Orang 

4 Hindu 0 

5 Budha 0 

Jumlah 8.135 Orang 

 

Dalam tingkat pemahaman agama Islam merupakan agama mayoritas 

yang dianut oleh masyarakat Desa Kangkung banyak diantara mereka yang 

taat menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah 

lain baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Maupun sesama 

manusia. Pengajian diselenggarakan pada tiap dusun secara rutin dan tingkat 

desa secara mingguan juga dalam memperingati hari besar agama Islam 

yang diselenggarakan oleh para kyai, para ustadz dan organisasi pemuda 

yang ada di Desa Kangkung. 

Adapun masyarakat di desa Kangkung dalam pemahaman terhadap 

ajaran agama Islam sebagian besar masih kurang, kebanyakan dari mereka 

mengikuti apa yang dikerjakan dan di anjurkan oleh kyai setempat yang 

dianggap sebagai orang yang paling pintar, benar, mengerti tentang agama 

dan menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu 

masyarakat menganggap bahwa segala bentuk ibadah dianggap baik tanpa 

mengetahui sumber dan dasar hukum yang sebenarnya. Misalnya tentang 

hukum nikah, ada sebagian masyarakat menganggap bahwa nikah itu cukup 

dilaksanakan berdasarkan syari‟at islam yaitu adanya wali dan dua orang 
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saksi, tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Negara Indonesia.  

C. Penanganan Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Terhadap Tindak 

Pungutan Liar 

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku 

menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku 

menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma 

sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Kejahatan merupakan 

masalah kemanusiaan, masalah sosial dan juga merupakan gejala sosial yang 

senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia. Kejahatan dalam 

keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu 

ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. 

Hasil pengamatan penulis kepada penghibah tanah di RT 06 RW 05 Desa 

Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang berimisial (MZ),  

berikut penjelasannya: 

“Saya merasa masih memiliki hak tanah sepenuhnya walaupun sekarang 

sudah dihibahkan sebagai jalan karena tanah saya yang bagian belakang 

dijual ke developer tanah kavling, sedangkan pihak developer mau 

membeli tanah saya yang berada dibelakang rumah dengan catatan ada 

akses jalan menuju tanah tersebut, maka dari itu saya memberi akses jalan 

di depan rumah saya, alhasil transaksi jual beli tanah tersebut sudah 

dinyatakan deal”.
53

 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan (ST) selaku Istri dari (MZ), berikut 

pernyataanya: 

“Ketika pihak developer melakukan pengurusan surat pelepasan jalan biar 

jalan tersebut bersetatus jalan umum, suami saya disuruh tanda tangan 

mas, tapi suami saya tidak mau, dengan alasan  tanah yang suami saya  

jual cuma yang belakang rumah saja, padahal maksud dari suami saya 

                                                             
53  Wawancara dengan Sholeh, tanggal 15 September 2022 di Desa Kangkung. 
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ingin meminta kompensasi berupa uang, akhirnya pihak developer 

memberi kepada suami saya sehingga surat pelepasan jalan tersebut 

ditanda tangani oleh suami saya”.
54

 

Selang beberapa waktu kemudian salah satu warga yang ingin 

membangun tanah kavling yang berada dibelakang rumah (MZ) diminta 

kompensasi atau pajak secara paksa dengan nilai 1 juta sampai dengan 2 juta 

dengan alasan keluar masuknya kendaraan pengangkut matreal dengan alasan  

membahayakan keluarganya. Maka dari itu dari salah satu warga yang merasa 

dirugikan melaporkan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh (MZ) 

kepada pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Desa, dalam 

penanggulangan tindak pidana pungli di Desa Kangkung adalah seperti yang 

dijelaskan oleh bapak Kamsari selaku Kepala Desa Kangkung Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak, berikut penjelasannya:
55

 

“Pungutan liar yang dilakukan oleh (MZ) sudah ditindak lanjuti dengan 

cara kami datangi langsung kerumah pelaku, kami beri peringatan secara tegas 

dengan cara kami buatkan surat perjanjian yang didalamnya tidak akan 

mengulangi perbuattannya dan memberi pemahaman mengenai undang-undang 

tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pungutan liar dan dampak dari 

tindakan yang ia lakukan” 

 

Sedangkan menurut pemuka agama dusun Karang juga menerangkan megenai 

pungutan liar dengan cara sebagai berikut: 

“Disaat Ceramah di hari-hari besar Islam memperingati hari-hari besar 

islam seperti, 1 syawal, israk mi‟raj dan juga memperingari hari lahirnya Nabi 

Muhammad SAW. Di dalam ceramah biasanya diisi dengan berbagai macam 

mauidzah dan juga termasuk salah satu isinya mengenai pungli dalam agama dan 

dampak yang ditimbulkan dari pungli. Hal itu dilakukan agar masyarakat sadar 

akan hal-hal yang diperbolehkan di agama dan yang dilarang oleh agama, rasa 

                                                             
54 Wawancara dengan Sumarni, tanggal 15 September 2022 di Desa Kangkung. 
55 Wawancara dengan Kamsari, tanggal 5 September 2022 di Kantor Balai Desa Kangkung.  
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inilah yang akan dicoba untuk dibangun oleh pemuka agama agar masyarakat 

tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku”. 

Berdasarkan penjelasan yang di ungkapkan oleh Bapak Kamsari bahwa 

aparat Desa Kangkung mengunakan jalur non penal yaitu jalur yang tidak 

menerapkan hukum pidana dan menitik beratkan pada sifat preventif 

(pencegahan atau pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi seperti dengan 

upaya ceramah, pengkajian masalah agama. Hal tersebut karena masyarakat Desa 

Kangkung mempunyai berbagai macam karakter, ada yang masih menjunjung 

tinggi adat adat serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ada pula 

yang bersikap lebih modern bahkan apatis dengan fenomena yang terjadi dalam 

masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat. 

  



57 
 

BAB IV 

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUNGUTAN LIAR 

(PUNGLI) SECARA PAKSA OLEH PENGHIBAH TANAH 

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Punguntan Liar Secara Paksa Oleh 

Penghibah Tanah 

Pungutan liar dalam hukum pidana Islam telah diterangkan pada bab 

sebelumnya adalah pajak yang  ditagih oleh seseorang secara tidak legal. Dalam 

sebuah hadis dinyatakan bahwa pelaku kezaliman akan rugi, karena kebaikan-

kebaikan selama hidup bisa jadi akan dipindahkan kepada pihak yang teraniaya. 

Hadis dimaksud dikutip oleh Imam Nawawi dalam Riyadus Salihin sebagai 

berikut:56 

 ِظٍّخ ػٕذٖ وبٔذ ِٓ)  لبي ٚعٍُ ػ١ٍٗ الله طٍٝ الله سعٛي أْ:  ٘ش٠شح أثٟ ػٓ

 ِٓ لخ١ٗ ٠ؤخز أْ لجً ِٓ دسُ٘ ٚل د٠ٕبس ثُ ١ٌظ فئٔٗ ِٕٙب ف١ٍزحٍٍٗ لخ١ٗ

 سٚاٖ( } ػ١ٍٗ فطشحذ أخ١ٗ ع١ئبد ِٓ أخز حغٕبد ٌٗ ٠ىٓ ٌُ فئْ حغٕبرٗ

 {اٌجخبسٜ

Artinya: “(Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa 

pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan merugikan harga dirinya 

atau hal-hal lainnya, maka hendaknya segera minta dihalalkan (diselesaikan) 

saat ini, sebelum datang sebuah masa yang dinar dan dirham tidak berharga 

(laku) lagi. Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu 

mempunyai amal-amal salih akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa 

banyak kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Tetapi jika 

ternyata pihak yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan maka dosa-dosa 

saudaranya (yang dizalimi) itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat 

zalim” (H.R. Bukhari). 

Dalam hadis lain Bukhari menyatakan bahwa seorang pejabat yang  tidak jujur 

tidak akan memperoleh bau surga. Dengan Hadis sebagai berikut:
57

 

                                                             
56

 Al-Bukhari, al-Jami‟ Shahih Mukhtasar, jilid 5, h. 2394. 
57

 Ibid., Juz 6, h. 2614. 
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Imam Ahmad meriwayatkan hadis tentang konsekwensi pelaku punggutan liar 

ini sebagai berikut:58 

 ػٍٝ ا١ِشا ٚوبْ ِخٍذ ثٓ ِغٍّخ ػشع لبي اٌخ١ش اثٝ ػٓ حج١ت اثٝ ٠ضثٓ ػٓ

 الله طٍٝ الله سعٛي عّؼذ إٔٝ فمبي اٌؼشٛس ١ٌٛ٠ٗ اْ ثبثذ ثٓ س٠ٚفغ ػٍٝ ِظش

 (احّذ سٚاٖ) إٌبسا فٝ اٌّىظ طبحت اْ ٠مٛي ٚعٍُ ػ١ٍٗ

Artinya: "(Dari Yazid bin Abi Habib dari Abul Khair berkata, Maslamah bin 

Makhlad, gubernur Mesir mengangkat Ruwaifi' bin Sabit untuk menjadi petugas 

pemungut cukai (yang ukurannya 1/10). Maka pada saat Ruwaifi' berkata, saya 

mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa pelaku pungutan liar ada dalam 

neraka)." (HR. Ahmad). 

 

Pada kasus pungutan liar yang dilakukan oleh pihak penghibah tanah menurut 

hukum Islam merupakan bagian dari suap, karena uang atau barang yang diberikan 

kepada pihak pengibah tanah baik yang diminta ataupun tidak oleh pihak 

penghibah tanah bertujuan agar orang yang memberikan uang atau barang tersebut 

diberikan kemudahan oleh pihak pengibah tanah tersebut. Tindakan ini termasuk 

dalam keriteria pemerasan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan dan 

keuntungan pribadi, menyalahgunakan yang sudah menjadi fasilitas umum untuk 

mempertuntutkan hawa nafsu serakah dalam rangka memperkaya diri dan 

mengabaikan kepentingan umum. Bila demikian, maka hadiah disebabkan karena 

faktor kekuasaan tidak halal menerimanya dan termasuk penghianatan. Rasulullah 

SAW bersabda, “Hadiah bagi para pekerja adalah penghiantan.
59

. Dalam hadis 

tentang penghiantan (ghulul), Rasulullah SAW bersabda: 
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Beirut: Dar al-Fikr, tth) Jilid 4, h. 143. 

 
59

 Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, Benang Tipis Antara Hadiah & Suap, 

(Jakarta: Darus Sunah Perss, 2022), h. 137 
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 ػٍٝ اعزؼٍّٕبٖ ِٓ لبي ٚعٍُ ػ١ٍٗ الله طٍٝ إٌجٝ ػٓ اث١ٗ ػٓ ثش٠ذح ثٓ الله ػجذ ػٓ

 (اثٛداٚد سٚاٖ) غٍٛي فٙٛ رٌه ثؼذ اخز فّب سصلب فشصلٕبٖ ػًّ

Artinya: “Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku 

beri gajinya, maka sesuatu yang diambil di luar gajinya itu adalah penipuan 

(haram).” (H.R. Abud Daud dan Hakim dari Buraidah). 

 

Dalam hukum Islam, pungutan liar yang dilakukan oleh pihak penghibibah 

tanah      sanksinya pidana adalah hukuman takzir. Takzir secara bahasa diambil dari 

kata yang sinominnya adalah yang berarti mencegah.
60

 Sedangkan takzir menurut 

istilah, sebagaimana dikemukakan Al- Mawardi: “Takzir itu adalah hukuman 

pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh 

syara‟.
61

 Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili takzir itu “hukuman yang ditetapkan 

atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had atau tidak 

pula kafarat.”
62

 

Dari Definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman takzir adalah 

hukuman jinayah yang tidak dikenakan hukuman had yang belum ditetapkan oleh 

syara‟ dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. 

Dasar hukum dari di syariatkan hukuman takzir terdapat dalam beberapa hadis 

Nabi SAW, antara lain: 

)  اٌزّٙخ فٝ  حجظ ٚعٍُ ػ١ٍٗ طٍٝ إٌجٟ اْ, جذٖ ػٓ اث١ٗ ػٓ حى١ُ اثٓ ثٙض ػٓ

 (اٌٍحبوُ ٚطححٗ ٚاٌج١ٙمٝ  إٌغبئٝ ٚاٌزشِزٜ داٚد اثٛ سٚاٖ

Artinya: “Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa NAbi SAW 

menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (diriwayatkan Abu 

Daud, Turmuzi, Naasa‟i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)”.63 
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 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Kitab Arabi, t.th), Juz 3, h. 94. 
61

 Abu Al Hasan Ali ibn Muhammad Al Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyah, cet. III, (Mesir: Musthafa 

Al Baby Al Halaby, 1973), h. 226. 
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 249 
63

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 2, h. 590. 
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 ٠جٍذ ل:  ٠مٛي ٚعٍُ ػ١ٍٗ الله سعٛي عّغ أٗ ػٕٗ الله سضٟ الٔظبس ثشدح اثٝ ػٓ

 (حٕجً اثٓ سٚاٖ) رؼبٌٝ الله حذٚد ِٓ حذ إلفٝ اعٛاط ػششح فٛق

Artinya: “Dari Abu Burdah al-Anshari RA, bahwa ia mendengar Rasulullah 

SAW bersabda: “Tidak Boleh dijilid di atas sepuluh cambuk, kucuali di dalam 

hukuman yang telah ditentukan Allah Ta‟ala.” (H.R. Ibnu Hanbal)”.64 

Hadis pertama menjelasknan tentang tindakan Nabi yang menahan 

seseorang  yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk 

memudahkan penyelidikan. hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman 

takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukkan, untuk membedakan 

dengan hukuman hudud. 

B. Tindakan Kepala Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten 

Demak Terhadap Pelaku Pungutan Liar Oleh Penghibah Tanah 

Tindakan kepala desa kangkung, kecamatan mranggen, kabupaten demak 

terhadap pelaku pungutan liar oleh penghibah tanah hasil pengamatan penulis 

kepada pelaku tindak pidana pungutan liar di Desa Kangkung, Kecamatan 

Mranggen, Kabupaten Demak yang berimisian (MZ),  berikut penjelasannya: 

“Saya merasa masih memiliki hak tanah sepenuhnya walaupun sekarang 

sudah dihibahkan sebagai jalan karena tanah saya yang bagian belakang 

dijual ke developer tanah kavling, sedangkan pihak developer mau 

membeli tanah saya yang berada dibelakang rumah dengan catatan ada 

akses jalan menuju tanah tersebut, maka dari itu saya memberi akses 

jalan di depan rumah saya, alhasil transaksi jual beli tanah tersebut 

sudah dinyatakan deal”.65 

Hal ini diperkuat dengan penjelasan (ST) selaku Istri dari bapak (MZ), 

berikut pernyataanya: 

“Ketika pihak developer melakukan pengurusan surat pelepasan jalan 

biar jalan tersebut bersetatus jalan umum, suami saya disuruh tanda 
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 As-Syaibani., Juz 4, h. 45. 
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  Wawancara dengan Sholeh, tanggal 15 September 2022 di Desa Kangkung. 
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tangan mas, tapi suami saya tidak mau, dengan alasan  tanah yang suami 

saya  jual cuma yang belakang rumah saja, padahal maksud dari suami 

saya ingin meminta kompensasi berupa uang, akhirnya pihak developer 

memberi kepada suami saya sehingga surat pelepasan jalan tersebut 

ditanda tangani oleh suami saya”.66 

Selang beberapa waktu kemudian salah satu warga yang ingin 

membangun tanah kavling yang berada dibelakang rumah bapak soleh diminta 

kompensasi atau pajak dengan alasan keluar masuknya kendaraan pengangkut 

matreal bias membahayakan keluarganya. Maka dari itu dari salah satu warga 

yang merasa dirugikan melaporkan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan 

oleh (MZ) Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa Kangkung, Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak dalam penanggulangan pungli di Desa Kangkung 

adalah seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kamsari selaku Kepala Desa 

Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, berikut penjelasannya:67 

“Pungutan liar yang dilakukan oleh (MZ) sudah ditindak lanjuti dengan 

cara kami datangi langsung kerumah pelaku, kami beri peringatan 

secara tegas dengan cara kami buatkan surat perjanjian yang 

didalamnya tidak akan mengulangi perbuattannya dan memberi 

pemahaman mengenai undang-undang tentang hukuman bagi pelaku 

tindak pidana pungutan liar dan dampak dari tindakan yang ia lakukan” 

 

Setelah Kepala Desa Kangkung melakukan teguran secara langsung 

aparat desa lalah satunya Kepala Dusun Karang melakukan pengawasan terhadap 

(MZ) untuk pengetahui perkembangan (MZ). Berdasarkan penjelasan yang di 

ungkapkan oleh Bapak Kamsari bahwa aparat Desa Kangkung mengunakan jalur 

non penal yaitu jalur yang tidak menerapkan hukum pidana dan menitik beratkan 

pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum tindak pidana 

terjadi seperti dengan upaya ceramah, pengkajian masalah agama. Hal tersebut 

karena masyarakat Desa Kangkung mempunyai berbagai macam karakter, ada 
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 Wawancara dengan Sumarni, tanggal 15 September 2022 di Desa Kangkung. 
67 Wawancara dengan Kamsari, tanggal 5 September 2022 di Kantor Balai Desa Kangkung.  
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yang masih menjunjung tinggi adat adat serta norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat, ada pula yang bersikap lebih modern bahkan apatis dengan 

fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan 

dampak buruk terhadap masyarakat 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pungutan liar dalam pidana Islam adalah pajak yang  ditagih oleh seseorang 

secara tidak legal. Pada kasus pungutan liar yang dilakukan oleh pihak 

penghibah tanah menurut hukum Islam merupakan bagian dari pemerasan, 

karena uang atau barang yang diberikan kepada pihak pengibah tanah baik 

yang diminta ataupun tidak oleh pihak penghibah tanah bertujuan agar 

orang yang memberikan uang atau barang tersebut diberikan kemudahan 

oleh pihak pengibah tanah tersebut. Tindakan ini termasuk dalam keriteria 

pemerasan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan dan 

keuntungan pribadi, menyalahgunakan yang sudah menjadi fasilitas umum 

untuk mempertuntutkan hawa nafsu serakah dalam rangka memperkaya diri 

dan mengabaikan kepentingan umum. Dalam hukum Islam, pungutan liar 

yang dilakukan oleh pihak penghibah tanah sanksinya pidana adalah 

hukuman takzir. Takzir secara bahasa diambil dari kata yang sinominnya 

adalah dan yang berarti mencegah dapat diketahui bahwa hukuman takzir 

adalah hukuman jinayah yang tidak dikenakan hukuman had yang belum 

ditetapkan oleh syara‟ dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan 

kepada ulil „amri. Dasar hukum dari di syariatkan hukuman takzir terdapat 

dalam beberapa hadis Nabi SAW, antara lain: Dari Bahz ibn Hakim dari 

ayahnya dari kakeknya, bahwa NAbi SAW menahan seseorang karena 

disangka melakukan kejahatan. (diriwayatkan Abu Daud, Turmuzi, Naasa‟i, 

dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim). Dari Abu Burdah al-Anshari 

RA, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak Boleh dijilid di 

atas sepuluh cambuk, kucuali di dalam hukuman yang telah ditentukan Allah 
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Ta‟ala.” (H.R. Ibnu Hanbal). Hadis pertama menjelasknan tentang tindakan 

Nabi yang menahan seseorang    yang diduga melakukan tindak pidana 

dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. hadis kedua menjelaskan 

tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali 

cambukkan, untuk membedakan dengan hukuman hudud 

2. Tindakan Kepala Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak 

Terhadap Pelaku Pungutan Liar Oleh Penghibah Tanah adalah seperti yang 

dijelaskan oleh bapak Kamsari selaku Kepala Desa Kangkung Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak. Hal itu dilakukan karena yang dilakukan oleh 

penghibah tanah sudah melanggar Undang-undang KUHP Pasal 368 tentang 

tindak pidana pemerasan yang mana dalam undang-undang tersebut 

hukuman bagi pelaku adalah pidana penjara 9 tahun, namu kepala Desa 

Kangkung Bapak Kamsari melakukan tindakan cara peneguran atau 

peringatan bagi pelaku, apabila pelaku tidak bias dibri peringatan dengan 

terpaksa pelaku akan dilaporkan pada pihak yang berwajib dan diproses 

sesuai undang-undang yang berlaku. Yang menjadi faktor utama upaya 

pencegahan berbuat tindak pidana, rasa inilah yang akan dicoba untuk 

dibangun oleh aparat desa agar masyarakat tidak terjerumus kedalam hal-hal 

yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Berdasarkan penjelasan yang 

di ungkapkan oleh Bapak Kamsari bahwa aparat Desa Kangkung 

mengunakan jalur non penal yaitu jalur yang tidak menerapkan hukum 

pidana dan menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan atau 

pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi seperti dengan upaya ceramah, 

pengkajian masalah agama. Hal tersebut karena masyarakat Desa Kangkung 

mempunyai berbagai macam karakter, ada yang masih menjunjung tinggi 

adat adat serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ada pula yang 

bersikap lebih modern bahkan apatis dengan fenomena yang terjadi dalam 

masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak buruk terhadap 

masyarakat. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikat terkait dengan permasalahan 

yang sedang dilakukan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Terkait dengan Pemerintah Desa Kangkung harus bertindak lebih tegas 

terhadap pelaku kejahatan pungutan liar dengan cara paksa dengan cara 

memberikan pemahaman hukum terhadap semua masyarakat disegala 

lapisan terkait. 

2. Setiap lapisan masyarakat maupun pejabat Desa Kangkung, Kecamatan 

Mranggen, Kabupaten Demak untuk dapat semaksimal mungkin berperan 

agar kejadian pungutan liar ini tidak terulang dikemudian hari. 
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